BAB Il

LANDASAN TEORI

2.1.  Uraian Teori
2.1.1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
1 (satu) orang lain atau lebih”.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi
perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan
pula terlalu luas.?

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian
sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup
perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan
perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam
KUH Perdata Buku Ill. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku Il
kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau verbintennis mengandung
pengertian: “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang
atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan

2 Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, hal. 65.
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prestasinya”. >

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa
unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan
hukum (rechtbetrekking) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua
orang (persoon) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban
pada pihak lain tentang suatu prestasi “.*

"Sesuai dengan pengertian di atas, perjanjian/verbintennis adalah

hubungan hukum/ rechtbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur

dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang
mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-
hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum®.”

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu
hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam
harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan
sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya
seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian.
Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul
dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan
hukum/rechtshandeling. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh
pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga

terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh

prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan

® M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6.
* Ibid., hal. 6.
> Ibid., hal. 7.
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kewajiban untuk menunaikan prestasi.’

Jadi satu pihak memperoleh hak/recht dan pihak yang laim memikul
kewajiban/plicht menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek
atau voorwerp dari verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang
dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa
bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan
sebagai kreditur atau schuldeiser. Pihak yang wajib menunaikan prestasi
berkedudukan sebagai schuldenaar atau debitur.”

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam
hukum perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan
mempunyai karakter yang paling mutlak. Akan tetapi seperti yang telah pernah
disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga
adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang.
Hukum/Vermogenrecht kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/
verbintenis baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/rechthandeling.

Sekalipun yang menjadi objek atau vorwerp itu merupakan benda,
namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan
benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu

(bepaalde persoon).

® Ibid., hal. 7.
" Ibid., hal. 8.
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Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/zakenrecht
dengan hukum perjanjian:

1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada,

jadi mempunyai melekat/droit de suite.

2. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk
menghormati hak seseorang atas benda tadi, tidak dapat diganggu
gugat/in violable et sacre.

3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan
sesukanya atas benda tersebut.®

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan
dalam perjanjian adalah bersifat “ hak relatif “/relatief recht. Dia hanya
mengatur hubungan antara pribadi tertentu. Bepaalde persoon, bukan terhadap
semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang
telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan
hukum / recht berrekking dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara
orang-orang tertentu saja.’

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang
pengertian hukum benda yang diatur dalam KUH Perdata dalam Buku Il, yang
menganggap hak kebendaan itu “hak yang tidak dapat diganggu
gugat/inviolable et sacre* dan memiliki hak melekat kepada pemilikinta/droit
de suite, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya

Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan asas unifikasi hukum

pertanahan, buku Il KUH Perdata tidak dinyatakan berlaku lagi.

® Ibid., hal. 8.
% Ibid., hal. 9.
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Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi
ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan
fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari
perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada
orang/persoon tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang
lahir atas perbuatan hukum.

Akan tetapi ada beberapa pengeecualian :

1. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua
orang tertentu (bepaalde persoon), verbintenis bisa terjadi oleh
suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran
kendaraan.

2. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata,
dapat dikonkritisasi sebagai verbintenis. Sekalipun sebelumnya
tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang
dapat dilihat pada Waterkraan Arrest (H.R. 10 Juni 1910).%°

Perjanjian/verbintenis mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam
perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak
mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti

kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesai-

kan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan.

9 1hid., hal. 10.
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Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur
dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa
eksekusi, ganti rugi atau uang paksa.

Akan tetapi tidak seluruhnya verbintenis mempunyai sifat yang dapat
dipaksakan.

Pengecualian terdapat misalnya pada natuurlijke verbintenis. Dalam hal
ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi natuurlijk verbintenis
adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa.

Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (zonder rechtwerking).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari
segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat.
Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan
sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti

natuurlijke verbintenis.
Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi
memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban
prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk
melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

3. Verbintenis yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini
pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara
sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi
hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi
pelaksanaan (perintah eksekusi) dan eksekusi riel (waktu eksekusi),
ganti rugi serta uang paksa.**

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan

yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1 1bid., hal. 11.
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a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

c. Mengenai suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena
mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,
sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena
mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan
itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa
kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju
atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang
diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh
pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara
timbal-balik, pembeli mengingini sesuatu barang penjual .*

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus
dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus
diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-
kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat
mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalakan
persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan

atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan
sifat ancaman ini harus diperhatikan kelamin serta kedudukan orang-

12 R. Subekti, I, Op.Cit, halaman 17.
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orang yang bersangkutan.*®

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap
tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaaan yang bersifat relatif,
dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan
mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau
tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa
persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna,
yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH
Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan Undang-undang dapat
dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu
paksaaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara
tidak benar.

Mengenai  kekeliruan atau kesilapan Undang-undang tidak
memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang
dimaksud dengan kekeliruan. Menurutpendapat doktrin yang mana telah
memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang
terpenting dari obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan
terhadap unsur pokok dari barang—barang yang diperjanjikan yang apabila
diketahui, seandainya orang tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiann
itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu

adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan

3 R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., halaman 33.
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untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna
menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa
barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai
pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang
cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu
harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya
harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya sesorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan

Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja.

Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur

Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang

penyanui yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan,

hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.**

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas
adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi
orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi
tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka
pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat
pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan
oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut

ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal

1 R. Subekti, I, Op.Cit., halaman 24.
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penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu
penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan
kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rang-
kaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada
gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya.Syarat kedua untuk
sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini
dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita
bedakan :

a. Secaraumum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara
sah.

b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinayatakan tidak cakap untuk
mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang
menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara
suami isteri.

Perihal ketidak cakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang
diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa

b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan

c. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi
kepentingan curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu

sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata di atas wanita bersuami pada
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umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau
ditentukan lain oleh undang-undang. la bertindak dalam lalu lintas hukum
harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa
kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita
kenal dengan istilah maritale macht.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela
haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah
kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun
1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH
Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum
dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari
suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang
tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh
mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang
beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak
yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu
mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konskuensinya
adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak
cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa
pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa

dirugikan.
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Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan
membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata
tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum
sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu
pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari
sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang
wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat
olenh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk
menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang
satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak
dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit
ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau
tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah
adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang
diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang
dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal
1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak
menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi
perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja

yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang
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mereka buat itu.

“Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat
dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak
dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (voidneiting)”.*®

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320
KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab
yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian
itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu “Azas-
azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang
mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, causa
dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang
menyebabkan adanya persetujuan itu”.'®

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal,
dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.
Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang,

adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli

membunuh orang.

2.1.2. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi
Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam

subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak

15 Universitas Sumatera Utara, Op.Cit.
1® Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., halaman 37.
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dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang
mereka perbuat.

Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik, kedua
subjek hukumnya, yaitu pihak pemberi kerja dan penerima Kkerja tentu
mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal-balik sebagaimana diuraikan
penulis terdahulu.

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak
melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang
telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak
melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan
kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa
pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang
diperjanjikan dalam perjanjian.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: ‘“Wanprestasi adalah berarti
ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus
dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa
Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan
pelaksanaan janji untuk wanprestasi”."’

Lebih tegas Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa: “Apabila

dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa

7 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,
Penerbit Sumur, Bandung, 1991. hal. 44.
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yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.'®

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya
yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang
(debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan
dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak
memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh
salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian.
Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita
kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya
kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang
menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu :

a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian

b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi

c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi

d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian

e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti
rugi.

Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan

tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan pasal 1266

'8 Mariam Darus Badrulzaman dkk, Op.Cit. hal. 33.
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KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila satu
pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum
dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim.

Ada berbagai model bagai para pihak yang tidak memenuhi
prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya.
Model-model wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi adalah sebagai
berikut:

a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.*

Subekti mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan)
seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana
diperjanjikan

c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat

d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilaksanakannya.”

% Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, h. 89.
20 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 23.
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Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum
perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin
pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa
sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna,
tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial,
maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna.
Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka
dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan substansial
performance terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi
doktrin exceptio non adimpleti contractus, yakni doktrin yang mengajarkan
bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain

dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

2.1.3. Pengertian Tanah

Menarik pengertian hak atas tanah maka Kkita akan berkisar dari
ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960, hanya saja secara rinci pada
ketentuan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan pengertian tentang
tanah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 pada pasal 1 nya hanya
menyebutkan tentang Bumi, air dan ruang angkasa adalah merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang juga diketahui sebagai suatu

konsep pemahaman akan pengertian Wawasan Nusantara.
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Perihal diberinya pengertian atas tanah dalam pembahasan tulisan
ilmiah ini adalah penting dikarenakan dasar utama atau sebagai objek tulisan
ini adalah tanah yang dihubungkan dengan perlakuan administrasi di atasnya
yaitu perlaku dalam memberikan sertifikat.

Oleh salah satu sarjana di bidang pertanahan yaitu A.P. Parlindungan,
mengatakan bahwa tanah mempunyai arti “Permukaan bumi*.?

Pengertian yang demikian dapat dilihat sangat dekat dengan apa yang
dimaksudkan oleh penulis dalam pembahasan ini karena dengan menyebutkan
permukaan bumi tersebut maka di atasnya tercakup air dan daratan
dan sekaligus ruang angkasa dan juga apa yang ada di dalam tanah tersebut.
Hal ini diuraikan karena tanah sebagai objek diberikan sertifikat di atasnya
tidaksaja terbatas atas pengertian tanah yang sebenarnya tetapi juga mencakup
air yang dapat dilihat dari kolam—kolam yang dimiliki seseorang ruang di
atasnya dan apa yang menjadi isi tanah tersebut adalah dimiliki oleh orang
yang memiliki hak atas tanah yang berada di atas permukaan bumi tersebut.

Pengertian yang diberikan oleh A.P. Parlindungan, di atas juga sesuai
dengan pengertian yang diberikan oleh Muhammad Ali, yaitu :

“ Tanah adalah bumi, dalam arti permukaan bumi, atau lapisan bumi, yang di
« 22

atas sekali, daratan, air, dan tempat kelahiran serta lain sebagainya “.

Dengan uraian di atas maka dapatlah dimengerti perihal pengertian

2L AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni,
Bandung, 1998, hal. 68.

22 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani,
Jakarta, 2006, hal. 490.
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akan tanah ini yaitu bumi dalam arti permukaan bumi.

2.1.4. Hak Atas Tanah Menurut UU No. 5 Tahun 1960
Adapun hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 UUPA yang

dapat diberikan kepada rakyat oleh negara ialah :

a. Hak milik.
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat pasal 6 UUPA.
Terkuat dan terpenuh yang dimaksud disini adalah hak milik itu bukan
berarti merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak bisa diganggu
gugat, di samping itu juga kata " terkuat ™ dan " terpenuh " itu
dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai dan lain sebagainya.
Walaupun sifatnya yang paling kuat dimiliki oleh seseorang, tetap terikat
pada ketentuan pasal 6 UUPA, yaitu tanah harus berfungsi sosial, artinya
bila kepentingan umum menghendaki, maka kepentingan pribadi harus
dikorbankan (tentu dengan jalan ganti kerugian yang layak).

b. Hak Guna Usaha.
Untuk hak ini merupakan hak yang baru diciptakan dalam Undang-Undang
Pokok Agraria, jadi tidak seperti hak milik yang telah dikenal sudah sejak
jaman dahulu kala sebab hak guna usaha dan hak guna bangunan semula
tidak dikenal oleh masyarakat kita sebab tidak ada persamaannya dalam

hukum adat dan kedua hak di atas itu untuk memenuhi keperluan
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masyarakat moderen dewasa ini.

Yang dimaksud dengan hak guna usaha tercantum dalam pasal 28 ayat (1)
Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi : " Hak Guna Usaha adalah
hak untukmengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka
waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, dan dipergunakan oleh
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

c. Hak Guna Bangunan.

Yang dimaksud dengan hak guna bangunan tercantum dalam pasal 35 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi :

(1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka
waktu paling lama 30 tahun.

(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta
keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1)
dapat diperpanjang dengan waktu 20 tahun.

d. Hak Pakai
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang
memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa

atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan
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dengan jiwa dan Kketentuan-ketentuan Undang-Undang ini (pasal 41
Undang-Undang Pokok Agraria).
Dengan demikian hak ini merupakan hak tata tanah, baik tanah pertanahan
maupun tanah bangunan yang dapat diberikan pemerintah dan juga oleh
pemilik tanah, hak pakai ini tidak seperti hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan yang dapat digunakan atau dijadikan jaminan untuk hipotik
dan credietverband tetapi hak pakai ini dapat dijadikan jaminan untuk
utang karena mempunyai nilai ekonomi juga dapat dipindah tangankan.

e. Hak Pengelolaan
Hak Pengelolaan termasuk kepada hak yang bersifat sementara juga
disebut hak lainnya.
Yang dimaksud dengan hak lainnya itu adalah hak-hak yang tidak diatur
dalam Undang-Undang Pokok Agraria tetapi diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang lain.
Maka yang dimaksud dengan hak pengelolaan ialah hak khusus untuk
perusahaan-perusahaan milik pemerintah guna menyelenggarakan usaha
industrial estate, pembangunan perumahan dan perusahaan tanah pada
umumnya.
Untuk pemberiannya tidak disertai dengan penentuan jangka waktu yang
artinya tanah yang bersangkutan boleh dikuasai dan digunakan terus

selama masih diperlukan.
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Dalam pembahasan ini selanjutnya perlu juga dilakukan pembahasan
tentang azas horizontal atau vertikal yang dianut oleh Undang-Undang Pokok
Agraria.

Hukum adat mengenal pemisahan horizontal sejalan dengan hukum

adat, maka UUPA juga mengenal pemisahan horizontal tersebut.
“Sebagai akibat dari azas horizontal maka suatu hak atas tanah tidak dengan
sendiri meliputi benda-benda yang ada di atasnya, berarti jika hak atas tanah
tersebut dibebani dengan hak ajaminan, maka benda — benda di atas tanah
tidak dibebani”.?®

Di dalam ketentuan-ketentuan UUPA tentang cara memperoleh hak
milik tidak terdapat aturan tentang accessie vertikal. Kesan yang diperoleh dari
keadaan ini ialah bahwa UUPA sama sekali tidak menganut azas accessie
vertikal.

Surat Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 8 Pebruari 1964 Unda
9/1/14 menginstruksikan kepada PPAT untuk jangan membuat akta
pemindahan hak atas tanah tanpa sekaligus mengalihkan hak bangunan-
bangunan yang ada di atasnya. Para notaris tidak dibenarkan membuat akta
pemindahan hak atas bangunan tanpa disertai pemindahan hak atas tanahnya.

Surat edaran Departemen Agraria tanggal 10 Desember 1966 No.
DPH/364/43/66 yang ditujukan kepada Inspeksi Agraria Sumatera Utara di

Medan menyebutkan bahwa sepanjang mengenai atanah yang belum mendapat

2 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni,
Bandung, 1983, hal. 67
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sertifikat tanah dapat dilakukan ajual beli rumah tanpa tanah.

Dari kedua surat ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah di dalam
praktek tetap melihat masih diperlukan axxessie vertikal untuk hak atas tanah
yang bersertifikat, sedangkan untuk hak atas tanah yang tidak bersertifikat

dapat dilakukan pemisahan horizontal itu.

2.2. Kerangka Pemikiran

Hakikat kepastian hukum yang sebenarnya dalam pelepasan hak atas
tanah terletak pada kekuatan sertipikat kepemilikan hak atas tanah sebagai
bukti kepemilikan termasuk di pengadilan, namun kepastian hukum dengan
sistem negatif pada hakikatnya merupakan kepastian hukum yang relatif,
dengan pengertian bahwa oleh peraturan perundang-undangan dijamin
kepastian hukum selama tidak dibuktikan sebaliknya.

Dengan adanya lembaga publikasi negatif maka pemilik hak atas tanah
yang sebenarnya belum tentu namanya terdaftar di dalam buku tanah,
sedangkan pemegang sertipikat hak atas tanah yang namanya sudah terdaftar
di buku tanah sepanjang tidak terbukti sebaliknya tetap dianggap sebagai
pemegang hak atas tanah yang sebenarnya.

Khusus terhadap Hak Milik, yakni menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-
undang Pokok Agraria ditentukan lain, yaitu adanya unsur turunan, terkuat dan
terpenuh. Walaupun demikian tinggi kedudukan sertipikat hak atas tanah

sebagai alat bukti, namun tetap diperlakukan sebagai alat bukti awal, karena
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didasari kemungkinan adanya alat pembuktian pihak lain yang lebih
berwenang, tidak terkecuali terhadap sertipikat hak milik yang terkuat dan
terpenuh sekalipun.

Perlindungan hukum yang disediakan pemerintah melalui Pasal 31 ayat

99 ¢¢

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan™ “sertipikat
merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat
ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Tipologi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini masih
didominasi karakteristik asas negatif, akibatnya yaitu bahwa hak asasi manusia
harus dilihat dan dipahami secara utuh, tidak parsial. Kenyataannya masih
bersifat administratif belum bersifat hak, memberi perlindungan hukum kepada
pemilik hak atas tanah tetapi belum kepada pemegang sertipikat hak atas
tanah.

Menurut meta teori dari J.J.H. Bruggink, bahwa setiap warga negara
beritikad baik dan telah menunaikan prestasinya kepada negara maka ia boleh
menuntut hak perlindungan hukum sebagai kontra prestasi nilai keadilan®*.

Lahirnya nilai keadilan, disebabkan adanya hak dan kewajiban bagi

setiap warga negara, yang berkembang menjadi nilai keadilan dalam

masyarakat bangsa, akhirnya menjadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

24 Arif Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal.172
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Sehingga, dapat disimpulkan bahwa setiap upaya pengarahan kebijakan dalam
perbuatan peraturan perundang-undangan (law making) dan penegakan hukum
(law enforcement) bidang pertanahan yang tidak memberi perlindungan hukum
terhadap pemilikan hak atas tanah secara utuh menjadi tidak sejalan dengan

Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Hak Asasi Manusia.

2.3. Hipotesis
Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada
umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban
sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian
kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.
Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing
berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan.
Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-
perkiraan yang maish harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya,
atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.”
Sesuai dengan permasalahan di atas maka hipotesa yang diajukan
adalah:
1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pelepasan hak

atas tanah karena adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak dalam

peristiwa pelepasan hak atas tanah.

%% syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area
University Press, Medan, 2012, hal. 38.
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2. Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pelepasan hak atas
tanah maka kepada pihak yang wanprestasi dapat dikenakan gugatan

hukum berupa tindakan pembayaran ganti rugi.
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